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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimban g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk lebih tertib administrasi se ta dalam rangka 

meningka tkan efektivitas da n efesiensi belanja h ibah dan 
bantuan sosial untuk m enunjang pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan 
a tas Peraturan Bupati Tas'kmalaya Nomor 4 Ta h u n 2016 
tentang Ta ta Cara Pemberian Hibah dan Bantu an Sosial 
ya n g Bersumber dari Anggaran Pendapatan da n Belanja 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya ; 

b . bahwa berdasarkan pertimba n ga n sebagaimana imaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Pera tu ra n Bupati 
Ta sikmala a tentang Perubahan Atas Peratur Bupati 
Tasikm alaya Nomor 14 Tahun 20 16 tentang Tata Cara 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bers mber dari 
Anggara n Pendapatan dan Bela nja Daera h Kabupaten 
Tasikmalaya; 

1. Un dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 
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4 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 ten tang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indone ia Nomor 5234) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 3 ten tang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 13 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5430) , 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diu bah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu a Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tah 2014 tentang 
Pemeri tahan Daerah (Lemba an egara epublik 
Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Undang-Undang Nomor 30 Tahu n 20 4 ten tang 
Admin istrasi Pemerintaha n (Lembaran Negara Republik 
Indon esia Tahun 2014 omor 292 , Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indon e ia Nomor 5601); 

10 . Peratu ran Pemerinta h Nomor 57 Tabu 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerab (Lem baran Negara Repu lik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

11. Peraturan Peme intab Nomor 58 Tahu n 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Da erah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 omor 1 0 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5202); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16. Peraturan Menteri Dalam Neger' Nomor 13 Tah un 2006 
tentang Pe oman Pen gelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Me teri Dalam Nege i Nomor 2 1 Tah un 2011 
tentang Perubahan Kedua Ata sPeraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 ten ang Pedoman Pengelolaan 
Keua gan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 omor 310); 

17. Menteri Dalam eger' Nomor 32 Tahun 2011 

te tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pe dapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahu n 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pemben tu kan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2008 ten ang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 
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PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia l Yan g Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(I) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentan g Penjabaran APBD sebaga imana dimaksu d dalam Pasal 12 
ayat (4) , SKPD terkait memberitahukan kepada calon pen erima hibah. 

(2) Pemberitahuan sebaga imana dimaksud pada aya t (1 ), mem u at nominal 
be saran yang akan diterima calon penerima h ibah serta persyaratan 
penca iran yang haru s dipen uhi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupa ti ini. 

(3) Proses pem beritahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , 
melalu i Kepala Desa dan Camat. 

(4) Paling lamba t dalam waktu 2 (dua) ha ri kerja sejak d iterima 
pem beritah an sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), Kepala Desa dan 
Cama t menyampaikan pemberitahuan kepada calon penerima h ibah . 

2. Ketentuan Pasal 14 d ' bah, seh ' gga Pa al14 erb nyi sebagai beri u t : 

Pasal 14 

(1) Ta ta cara pelaksanaan pencairan Hibah, wajib mengikuti ketentuan 

se baga i beriku t : 
a . Calon penerima Hibah men gaju kan surat permohonan pencairan dana 

kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait; 
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilen gkapi 

den gan dokumen yang dipersyaratkan. 

(2) Dokum en yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari: 
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran yang akan 

diterima; 
b . mencantumkan Rekening Bank atas nama KetuajPimpinanjKepalaj 

Direktur, Pemerintah Daerah lainnya , perusahaan daerah, badan, 
lembaga dan organisasi kemasyarakatan; 

c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk sekurang-kurangnya Ketua, 
Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku. 

(3) Menunjukan dokumen asli sebagaimana dimaksu d Pasal 8 ayat (2) pada 

saat proses penandatanganan NPHD. 

(4) SKPD mengajukan pencairan hibah kepada BUD. 
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3 . Ketentuan Pasal20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa120 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah 
kepada Bupati melalui SKPD Pemberi hibah dengan tembusan kepada 
PPKD. 

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan hibah kepada Bupati melalu i kepala SKPD/Unit Kerja terkait. 

(3) Format laporan penggunaan Hibah sebaga imana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tercantu dala m Lampiran IV. 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, seh ingga Pasal23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa123 

(1) Penerima hibah bertanggun gjawab secara formal dan material atas 
penggu naan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungja aban pe erima h 'bah meliputi: 
a. laporan penggu naan h ibah; 
b. su rat pernyataan tanggung jawab yang men atakan bahwa h ibah yang 

diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
c. b kti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-u dangan bagi pen erima h ibah be a uang atau salin an 
bu kti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa 
barang/ ja sa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f a dan 
h u r f b disampaikan kepada Bu pati paling lambat tanggal 10 bulan 
Jan ari tahun anggaran beriku tnya, kecuali ditentukan lain sesuai 
pera turan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaiman a dimaksud pada ayat (2) h u ru f c 
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

(5) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimasukan daftar hitam untuk 
tidak dapat menerima hibah sekurang-ku rangnya selama 5 (lima) tahun 
berikutnya. 

(6) Apabila penggunaan hibah uang oleh penerima hibah tidak sesuai dengan 
peruntukan sebagaimana tercantum dalam NPHD dan Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) sehingga terdapat unsurkerugian keuangan daerah, maka 
penerima hibah wajib mengembalikan uang sebesar jumlah kerugian 

keuangan daerah ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

(7) Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas h ibah yang 
diterimanya termasuk apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan delik 
hukum pidana atau perdata. 
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(8) Penerima hibah wajib mengembalikan be saran uang yang tidak 
dipergunakan dan/atau sisa lebih penggunaan belanja kepada kas daerah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tan ggal 11~ Februui 20111 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATE TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada ta al 113 Re:lj:nuani 20111 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMAL YA TAHUN 2016 OMOR 4I. 


